SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wali Kota
mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan

bersama;

c. bahwa ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/

Mengingat

d. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana

1.

dimaksud pada huruf b merupakan perwujudan dari
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
531);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang- ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/1950uu016.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/1954uu013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2003uu017.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu001.pdf

10.

11.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

12. Peraturan ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu015.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu025.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2004uu033.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2009uu028.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2015uu009.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014uu030.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2000pp109.pdf

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2005pp023.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2012pp074.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2012pp074.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2005pp055.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2005uu056.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2010pp065.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2007pp039.pdf

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

21. Peraturan ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2009pp005.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2018pp001.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2010pp069.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2010pp071.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2012pp002.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014pp027.pdf
https://bphn.jdihn.go.id/pencarian/ODE0Njk=/MjAyMHBwMDI4LnBkZg==/6/download
https://bphn.jdihn.go.id/pencarian/ODE0Njk=/MjAyMHBwMDI4LnBkZg==/6/download

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2016pp055.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2017pp012.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2017pp018.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2018pp017.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2018pp033.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2018pp056.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp012.pdf

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 155);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

33. Peraturan ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/
https://jdihn.go.id/files/4/2019pp013.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2014pr032.pdf
https://jdihn.go.id/files/4/2018pr016.pdf
https://bphn.jdihn.go.id/pencarian/NzY3NDM=/MjAyMHByMDU0LnBkZg==/7/download
https://bphn.jdihn.go.id/pencarian/ODE0OTU=/MjAyMHByMDcyLnBkZg==/9/download
https://bphn.jdihn.go.id/pencarian/ODE0OTU=/MjAyMHByMDcyLnBkZg==/9/download

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 589);

38. Peraturan ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/102777/permen_no.32_th_2011.pdf
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/Permendagri%20No%2099%20Th%202019.pdf
https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2012/bn754-2012.pdf
https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2013/bn1425-2013.pdf
https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2018/bn630-2018.pdf
https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2014/bn589-2014.pdf

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020
tentang Penggunaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 782);

42. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019
Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Menetapkan

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
semula berjumlah Rp7.698.341.521.707,08 berkurang sebesar
Rp1.427.560.468.253,80 menjadi Rp6.270.781.053.453,28
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/menteri/18384/detail
https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2018/bn1213-2018.pdf
https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2019/bn655-2019.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/api/AppMediaCatalogs/Download/08ef7ff0-6cda-4fec-b377-c4d09d49cd70
https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/daerah/22292/detail
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a. Pendapatan Daerah
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)
Jumlah Pendapatan
setelah perubahan
b. Belanja Daerah
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)
Jumlah Belanja setelah
perubahan
Surplus/ (Defisit)
setelah perubahan
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan

a) Semula

b) Bertambah /(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah

perubahan
2. Pengeluaran

a) Semula

b) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah

perubahan

Rp7.117.204.956.964,00
(Rpl1.077.702.827.653,75)
Rp6.039.502.129.310,25

Rp7.698.341.521.707,08
(Rp1.427.560.468.253,80)
Rp6.270.781.053.453,28

(Rp 231.278.924.143,03)

Rp581.136.564.743,08
(Rp349.857.640.600,05)
Rp231.278.924.143,03

Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00

Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp231.278.924.143,03

Sisa lebih pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

Rp 0,00

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Rp3.339.363.515.736,00
(Rp1.074.549.421.696,75)

Jumlah ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/
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Jumlah PAD setelah Rp2.264.814.094.039,25
Perubahan

b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp2.545.616.837.032,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 3.854.383.762,00)

Jumlah Dana Perimbangan Rp2.541.762.453.270,00
setelah Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang

1) Semula Rp1.232.224.604.196,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 700.977.805,00
Jumlah Lain-lain Rp1.232.925.582.001,00

Pendapatan Daerah yang
Sah setelah Perubahan
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah
1) Semula Rp2.709.552.659.693,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 958.320.944.800,00)

Jumlah Pajak Daerah Rp1.751.231.714.893,00
setelah Perubahan

b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp 91.727.268.961,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp  29.684.929.261,00)

Jumlah Retribusi Daerah Rp 62.042.339.700,00
setelah Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1) Semula Rp 27.740.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Rp 27.740.800.000,00

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1) Semula Rp 510.342.787.082,00
2) Bertambah/ ...

https://jdih.bandung.go.id/


https://jdih.bandung.go.id/
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2) Bertambah/(berkurang) (Rp 86.543.547.635,75)

Jumlah Hasil Pengelolaan  Rp 423.799.239.446,25
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
setelah Perubahan
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil
1) Semula Rp 263.880.985.032,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 212.197.602.238,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Rp 476.078.587.270,00
setelah Perubahan

b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp1.776.235.910.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp_174.401.353.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum Rp1.601.834.557.000,00
setelah Perubahan

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp 505.499.942.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp_ 41.650.633.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp 463.849.309.000,00
setelah Perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah
1) Semula Rp 188.552.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 13.258.100.000,00

Jumlah Pendapatan Hibah Rp 201.810.500.000,00

setelah Perubahan
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

1) Semula Rp 914.183.628.596,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 81.436.821.795,00)
Jumlah ...
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Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rp 832.746.806.801,00
Dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya setelah Perubahan
c. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang
ditetapkan oleh Pemerintah
1) Semula Rp 86.473.406.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 10.835.156.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan Rp 97.308.562.000,00
Dari Provinsi atau dari Pemda
Lainnya setelah Perubahan

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya
1) Semula Rp 43.015.169.600,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 58.044.543.600,00
Jumlah Bantuan Keuangan Rp 101.059.713.200,00

Dari Provinsi atau dari Pemda

Lainnya setelah Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

atas:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp3.298.847.433.840,76
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 153.999.200.242,73)
Jumlah Belanja Tidak Rp3.144.848.233.598,03

Langsung setelah Perubahan

b. Belanja Langsung
1) Semula Rp4.399.494.087.866,32
2) Bertambah/(berkurang) (Rpl1.273.561.268.011,07)
Jumlah Belanja Langsung Rp3.125.932.819.855,25

setelah Perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp2.930.273.954.118,76
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 451.715.382.406,73)
Jumlah ...
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Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan

. Belanja Bunga

Rp2.478.558.571.712,03

Keuangan setelah Perubahan

Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Belanja Bunga Rp 0,00
setelah Perubahan

. Belanja Subsidi
1) Semula Rp 140.153.204.134,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Belanja Subsidi Rp 140.153.204.134,00
setelah Perubahan

. Belanja Hibah
1) Semula Rp 194.433.439.280,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp 29.227.360.750,00)
Jumlah Belanja Hibah Rp 165.206.078.530,00
setelah Perubahan

. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 81.629.159.800,00
Jumlah Belanja Bantuan Rp 81.629.159.800,00

0,00
33.750.000.000,00

1) Semula Rp
2) Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah Belanja Bantuan  Rp

Keuangan setelah Perubahan

. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp
2) Bertambah/(berkurang) Rp

33.750.000.000,00

33.986.836.308,00
211.564.383.114,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp

setelah Perubahan

245.551.219.422,00

(3) Belanja ...
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Rp 176.527.778.284,87
Rp 10.874.516.633,81

Rp 187.402.294.918,68

Rp2.941.953.134.287,91
(Rp_648.738.277.907,095)

Jumlah Belanja Barang dan Rp2.293.214.856.380,86

Jasa setelah Perubahan
c. Belanja Modal
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan

Rp1.281.013.175.293,54
(Rp_635.697.506.737,83)
Rp 645.315.668.555,71

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri atas:
a. Penerimaan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan
b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan

Rp 581.136.564.743,08
(Rp_349.857.640.600,095)
Rp 231.278.924.143,03

Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00

(2) Penerimaan ...
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan yaitu:

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya:

1) Semula Rp 581.136.564.743,08
2) Bertambah /(berkurang) (Rp_349.857.640.600,05)
Jumlah SiLPA Rp 231.278.924.143,03

setelah Perubahan
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dalam perubahan anggaran ini tidak dialokasikan.

Pasal 5
Uraian lebih lanjut atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan,;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan;

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per

Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran ...
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Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran

ini; dan

Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6
Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Pasal 7
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas
kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun

sebelumnya.

Pasal 8
(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.
(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam

tahun anggaran berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

c. Pengeluaran ...
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c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah Kota dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum

tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,

kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik

sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik

sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang

belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana

transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan

kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima oleh Pemerintah

Daerah Kota setelah penetapan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud

dilakukan dengan mengubah Peraturan Wali Kota tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

selanjutnya disampaikan dalam Laporan Reaiisasi Anggaran.

Pasal ...
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Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2020
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
(7/129/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
= » KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

\ % -—7 H BAMBANG SUHARL S.H.
\ /\ ‘Pémbina Tingkat |
\l N [nup 19650715 198603 1 027
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